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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu 

menyertai setiap langkah, gerakan, ucapan, dan pikiran penulis, Sang Pengasih sumber segala 

ilmu pengetahuan. Berkat rahmat dan karunia-Nya, disertasi ini yang berjudul “Rekonstruksi 

Hukum Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit Menjadi Hukum Kepailitan Indonesia yang 

Progresif” dapat diselesaikan oleh penulis. Penulisan disertasi ini merupakan salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar keilmuan Strata-3 Doktor di bidang ilmu hukum yang 

diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Jakarta. 

Dalam upaya menegakkan keadilan dan mewujudkan hukum yang progresif, 

diperlukan tidak hanya regulasi yang memadai, tetapi juga perhatian serta konsistensi dalam 

penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat. Kekayaan intelektual sebagai bagian 

dari harta pailit memiliki kedudukan yang strategis dalam hukum kepailitan, sehingga 

perlindungan terhadap hak-hak kreditur dan kepastian hukum bagi debitor perlu diperkuat 

melalui rekonstruksi hukum yang relevan dan progresif. Prinsip-prinsip dasar hukum 

kepailitan, seperti asas paritas creditorum dan pari passu pro rata parte, harus dijalankan 

secara konsisten agar tercipta keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. 

Sebagai praktisi hukum, penulis melihat adanya sejumlah keterbatasan dalam sistem 

hukum dan lembaga peradilan, termasuk kendala teknis dan kurangnya keterbukaan informasi, 

yang berpotensi menghambat pelaksanaan asas paritas creditorum dalam konteks kekayaan 

intelektual sebagai harta pailit. Selain itu, terdapat celah-celah hukum yang memungkinkan 

debitor untuk menghindari kewajibannya secara tidak adil. Sistem lembaga peradilan yang 

belum terintegrasi secara optimal, keterbatasan akses transparansi data kekayaan intelektual 

sebagai bagian dari aset pailit, serta regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi 

perkembangan kekayaan intelektual, menjadi tantangan serius yang harus diatasi demi 

terwujudnya hukum kepailitan Indonesia yang progresif. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan merumuskan rekonstruksi hukum yang 

dapat memberikan solusi praktis dan konseptual dalam penanganan kekayaan intelektual 

sebagai harta pailit, agar restrukturisasi dan penyelesaian kepailitan dapat dilakukan secara adil 

dan berkeadilan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara transparan dan 

akuntabel. Penulis menyadari bahwa penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari dukungan, 

bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan 
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moral, dan materiil, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga karya 

ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum 

kepailitan di Indonesia serta menjadi sumbangan nyata dalam penegakan keadilan dan 

perlindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks kepailitan, untuk itu saya mengucapkan 

terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

 

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A., selaku Rektor Universitas 

Kristen Indonesia 

 

2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., selaku ketua program studi doktor hukum UKI. 

 

3. Prof. Dr. Eddy Damian, S.H., selaku ketua tim promotor yang telah berkenan 

meluangkan waktu meskipun dalam kesibukan yang tinggi masih menyempatkan diri 

untuk membimbing, memberikan arahan, dan pencerahan bagi penulis juga 

penyempurnaan disertasi ini. 

 

4. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., selaku co-promotor 1 (satu) yang banyak 

memberikan masukan, arahan, dan pencerahan dalam penulisan ini 

 

5. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor UKI dan co-promotor 2 (dua), 

selaku anggota tim promotor yang berkenan membagi ilmu dalam teknik penulisan 

yang penulisan yang baik dan benar. 

 

6. Penguji 4, Penguji 5, Penguji 6, dan Penguji 7 selaku tim penguji yang sudah 

meluangkan waktu dan tenaga serta keilmuan untuk hadir dan menguji hasil penelitian 

ini.  

 

7. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UKI sekaligus sahabat 

dan rekan praktisi yang banyak memberikan masukan, pendapat bagi penulis dalam 

menulis disertasi ini. 
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ABSTRAK 

 

Dalam praktiknya, kurator sering kali menghadapi kesulitan dalam menilai dan 

mengelola aset-aset KI yang dimiliki debitor pailit. Hal ini menyebabkan potensi nilai aset KI 

tidak dapat dioptimalkan, meskipun KI dapat menjadi alat penting dalam melunasi utang 

debitor. Ketidakpastian dalam menilai aset KI sering kali mengakibatkan pengabaian aset-aset 

tersebut dalam proses pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum yang lebih 

progresif diperlukan untuk mengintegrasikan aset KI dalam hukum kepailitan Indonesia, 

sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap KI serta memaksimalkan 

potensi nilai ekonomi dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU).  

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Metode yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan utamanya yuridis 

normatif didukung oleh yuridis empiris (doctrinal) wawancara. 

Teori-teori hukum yang mendasari kepailitan, seperti negara kesejahteraan, keadilan 

Pancasila, dan hukum progresif, menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual 

sebagai aset pailit. Kekayaan intelektual, seperti merek dagang, hak cipta, dan paten, termasuk 

dalam boedel pailit menurut Pasal 1131 KUH Perdata dan UU No. 37 Tahun 2004. Kasus 

Nyonya Meneer menunjukkan pentingnya pengelolaan aset ini dalam kepailitan. Perlindungan 

hukum bertujuan melindungi hak-hak individu dan masyarakat, baik preventif maupun 

represif, untuk memastikan keadilan bagi kreditor, debitor, dan masyarakat. 

 

Kata kunci: Perlindungan hukum, Kekayaan intelektual, merek dagang, hak cipta, 

dan paten. 
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ABSTRACT 

 

 

In practice, Receivers often face difficulties in assessing and managing the 

intellectual property (IP) assets owned by bankrupt debtors. This results in the potential 

value of IP assets not being fully optimized, even though IP can be a crucial tool in settling 

the debtor's debts. The uncertainty in evaluating IP assets often leads to their neglect in 

the bankruptcy estate settlement process. Therefore, a more progressive legal 

reconstruction is needed to integrate IP assets into Indonesia's bankruptcy law, so that 

better protection for IP can be provided and its economic value can be maximized in the 

bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) processes. 

The research methodology used in this study is descriptive-analytical with a primary 

juridical-normative approach supported by juridical-empirical (doctrinal) interviews.  

The legal theories underpinning bankruptcy, such as the welfare state theory, 

Pancasila justice, and progressive law, emphasize the importance of protecting 

intellectual property as bankruptcy assets. Intellectual property, such as trademarks, 

copyrights, and patents, is included in the bankruptcy estate according to Article 1131 of 

the Civil Code and Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy. The Nyonya Meneer case highlights 

the importance of managing these assets in bankruptcy. Legal protection aims to safeguard 

the rights of individuals and society, both preventively and repressively, to ensure justice 

for creditors, debtors, and the community. 

 

 

Keyword: Legal protection, Intellectual property, such as trademarks, copyrights, 

and patent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


